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ABSTRACT

Business law and ethics are two essential elements in conducting economic activities in
the modern era. Law serves as a normative framework governing the relationships
between businesses, consumers, andthe state, while business ethics serve as moral
standards that determine whether business conduct is right or wrong. In practice,
various business violations such as breach of contract, fraud, unfair competition,
monopolies, labor exploitation, and violations of consumer rights demonstrate that
compliance with the law alone is insufficient without ethical awareness. This study
aims to analyze the relationship between law and business ethics in modern trade
practices in Indonesia, as well as to examine the urgency of applying ethical principles
in creating a healthy and just business climate. The research method used is normative
legal research with a legislative approach and a conceptual approach. The results of the
study indicate that law and business ethics have a complementary relationship. Law
provides coercive sanctions, while ethics shapes the moral consciousness of business
actors to conduct business honestly, fairly, and responsibly. Therefore, the integration
of law and business ethics is essential to realize sustainable trade practices oriented
toward social justice.

Keywords: business law, business ethics, modern commerce, corporate
responsibility, consumer protection.

ABSTRAK

Hukum dan etika bisnis merupakan dua unsur penting dalam menjalankan aktivitas
ekonomi di era modern. Hukum berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur
hubungan antara pelaku usaha, konsumen, dan negara, sedangkan etika bisnis berfungsi
sebagai standar moral yang menentukan baik atau buruknya perilaku dalam dunia
usaha. Dalam praktiknya, berbagai pelanggaran bisnis seperti wanprestasi, penipuan,
persaingan usaha tidak sehat, monopoli, eksploitasi tenaga kerja, hingga pelanggaran
hak konsumen menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum saja belum cukup tanpa
adanya kesadaran etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara
hukum dan etika bisnis dalam praktik perdagangan modern di Indonesia, serta mengkaji
urgensi penerapan prinsip etika dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan
berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian
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menunjukkan bahwa hukum dan etika bisnis memiliki hubungan yang saling
melengkapi. Hukum memberikan sanksi yang bersifat memaksa, sedangkan etika
membentuk kesadaran moral pelaku usaha agar menjalankan bisnis secara jujur, adil,
dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, integrasi antara hukum dan etika bisnis sangat
diperlukan guna mewujudkan praktik perdagangan yang berkelanjutan dan berorientasi
pada keadilan sosial.

Kata kunci: hukum bisnis, etika bisnis, perdagangan modern, tanggung jawab
perusahaan, perlindungan konsumen.
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1. PENDAHULUAN
Perkembangan globalisasi dan
kemajuan teknologi telah membawa
perubahan besar dalam dunia
perdagangan dan bisnis. Aktivitas bisnis
tidak lagi terbatas pada perdagangan
tradisional, tetapi telah berkembang
menjadi perdagangan digital, transaksi
lintas negara, dan sistem ekonomi
berbasis teknologi informasi. Kondisi
tersebut menyebabkan persaingan usaha
menjadi semakin ketat sehingga setiap
pelaku usaha dituntut untuk memperoleh
keuntungan  sebesar-besarnya  dalam
waktu yang cepat.

Dalam praktiknya, orientasi keuntungan
sering kali  menimbulkan berbagai
penyimpangan, seperti penipuan terhadap
konsumen, manipulasi laporan keuangan,

pelanggaran kontrak, monopoli,
eksploitasi pekerja, dan pencemaran
lingkungan. Fenomena tersebut

menunjukkan bahwa aktivitas bisnis tidak
hanya membutuhkan aturan hukum, tetapi
juga  membutuhkan  etika  sebagai
pedoman moral dalam menjalankan
usaha.

Hukum  bisnis  berfungsi  untuk
memberikan kepastian hukum,
perlindungan  hak, dan pengaturan
hubungan antara para pihak dalam
kegiatan ekonomi. Namun demikian,
hukum tidak selalu mampu menjangkau
seluruh perilaku bisnis secara rinci.
Banyak tindakan yang secara hukum tidak
dilarang, tetapi secara moral dianggap
tidak etis. Oleh karena itu, etika bisnis
hadir untuk mengisi kekosongan nilai
yang tidak dapat dijangkau oleh hukum.

Etika bisnis merupakan seperangkat
nilai dan norma moral yang menjadi
pedoman dalam menjalankan aktivitas
usaha.  Etika  bisnis  menekankan
pentingnya kejujuran, tanggung jawab,
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transparansi, keadilan, dan penghormatan
terhadap hak-hak pihak lain. Dalam konteks
Indonesia, penerapan etika bisnis juga harus
mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama
sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Hubungan antara hukum dan etika bisnis
menjadi semakin penting karena dunia usaha
modern tidak hanya dinilai berdasarkan
keuntungan ekonomi, tetapi juga berdasarkan
tanggung jawab sosial perusahaan terhadap
masyarakat dan lingkungan. Perusahaan yang
tidak memiliki etika bisnis yang baik dapat
kehilangan kepercayaan publik, mengalami
kerugian reputasi, bahkan menghadapi sanksi
hukum.

Berdasarkan  uraian  tersebut, kajian
mengenai hukum dan etika bisnis menjadi
penting untuk memahami bagaimana peran
keduanya dalam menciptakan aktivitas
perdagangan yang sehat, adil, dan
berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode
penelitian hukum normatif, yaitu penelitian
yang dilakukan dengan mengkaji peraturan
perundang-undangan, teori hukum, asas
hukum, dan literatur yang berkaitan dengan
hukum dan etika bisnis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peran Hukum dalam Aktivitas Bisnis

Hukum memiliki peran yang sangat penting
dalam menciptakan ketertiban dan kepastian
dalam dunia usaha. Tanpa adanya hukum,
kegiatan bisnis akan berjalan tanpa aturan
sehingga  menimbulkan konflik  dan
ketidakadilan.

Peran hukum dalam bisnis antara lain:
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1. Memberikan Kepastian Hukum

Hukum memberikan kejelasan mengenai
hak dan kewajiban para pihak dalam
hubungan bisnis.

2. Melindungi Konsumen

Melalui hukum perlindungan konsumen,
masyarakat memperoleh perlindungan
terhadap produk yang merugikan.

3. Mengatur Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha bertujuan
mencegah monopoli dan persaingan tidak
sehat.

4. Menyelesaikan Sengketa

Hukum menyediakan mekanisme
penyelesaian sengketa melalui pengadilan
maupun alternatif penyelesaian sengketa.

5. Menjaga Stabilitas Ekonomi

Aturan  hukum yang baik akan
menciptakan iklim investasi yang sehat
dan meningkatkan kepercayaan dunia
usaha.

B. Pentingnya Etika dalam Dunia
Bisnis

Etika bisnis menjadi faktor penting
dalam membangun reputasi perusahaan.
Perusahaan yang menjalankan bisnis
secara etis cenderung lebih dipercaya oleh
masyarakat.

Penerapan etika bisnis dapat dilihat
melalui:

Kejujuran dalam promosi produk.
Perlindungan terhadap hak pekerja.
Tanggung jawab terhadap lingkungan.
Transparansi laporan keuangan.
Kepatuhan terhadap peraturan hukum.

agkrwpnE
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Perusahaan yang mengabaikan etika bisnis
dapat mengalami kerugian besar, seperti:

Kehilangan kepercayaan konsumen.
Penurunan reputasi perusahaan.
Gugatan hukum,

Sanksi administratif.

Kerugian finansial.

agrwnE

C. Pelanggaran Etika Bisnis dalam Praktik
Perdagangan Modern

Dalam praktik perdagangan modern, masih
banyak ditemukan pelanggaran etika bisnis.
Beberapa contoh pelanggaran tersebut antara
lain:

1. Penipuan Konsumen

Pelaku usaha memberikan informasi palsu
mengenai kualitas produk demi memperoleh
keuntungan.

2. Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Perusahaan besar sering kali melakukan
praktik yang merugikan pelaku usaha kecil.

3. Eksploitasi Tenaga Kerja

Sebagian perusahaan masih memberikan upah
rendah dan kondisi kerja yang tidak layak.

4. Pencemaran Lingkungan

Kegiatan industri yang tidak memperhatikan
dampak lingkungan merupakan bentuk
pelanggaran etika bisnis.

5. Korupsi dan Suap

Praktik korupsi dalam dunia usaha merusak
sistem ekonomi dan menimbulkan
ketidakadilan.
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D. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan atau
Corporate Social Responsibility (CSR)
merupakan bentuk kepedulian perusahaan
terhadap masyarakat dan lingkungan.

CSR memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Meningkatkan citra perusahaan.

2. Membangun hubungan baik dengan
masyarakat.

3. Meningkatkan loyalitas konsumen.

4. Mendukung pembangunan
berkelanjutan.

5. Mengurangi konflik sosial.

Dalam  konteks  hukum  Indonesia,
tanggung jawab sosial perusahaan telah
diatur dalam Undang-Undang Perseroan
Terbatas.

E. Hukum dan Etika Bisnis dalam
Perspektif Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara memiliki
hubungan erat dengan etika bisnis di
Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat
dijadikan  pedoman  moral  dalam
menjalankan kegiatan usaha.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Bisnis  harus  dijalankan  dengan
menjunjung nilai kejujuran dan moralitas.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab

Perusahaan harus menghormati hak-hak
pekerja dan konsumen.

3. Sila Persatuan Indonesia

Kegiatan usaha harus
kepentingan nasional.

mendukung
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4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh
Hikmat Kebijaksanaan

Pengambilan  keputusan  bisnis  harus
dilakukan secara bijaksana dan demokratis.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia

Keuntungan ekonomi harus memberikan
manfaat bagi masyarakat luas.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum dan etika bisnis merupakan dua unsur
yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia
usaha modern. Hukum memberikan aturan
yang bersifat mengikat dan memaksa,
sedangkan etika bisnis memberikan pedoman
moral bagi pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan perdagangan.

Hubungan antara hukum dan etika bisnis
bersifat saling melengkapi. Kepatuhan
terhadap hukum saja tidak cukup tanpa
adanya kesadaran etika. Pelaku usaha harus
menjalankan  bisnis secara jujur, adil,
transparan, dan bertanggung jawab agar
tercipta iklim usaha yang sehat.

Berbagai pelanggaran seperti  penipuan
konsumen, monopoli, eksploitasi tenaga kerja,
dan pencemaran lingkungan menunjukkan
pentingnya penerapan etika bisnis dalam
praktik perdagangan modern. Oleh karena itu,
integrasi antara hukum dan etika bisnis perlu
diperkuat guna mewujudkan pembangunan
ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Saran
1. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan
terhadap praktik bisnis yang merugikan
masyarakat.

2. Perusahaan harus meningkatkan penerapan
prinsip etika bisnis dalam seluruh aktivitas usaha.
3. Perguruan tinggi perlu memberikan pendidikan
etika bisnis secara lebih mendalam.
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4. Masyarakat harus lebih kritis terhadap
praktik usaha yang melanggar hukum dan
etika.
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